PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR: 08 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI PROBOLINGG

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kiner yanan kepada masyarakat
dan fungsi Perusahaan h Air Minum (PDAM) Kabupaten
Probolinggo sebagai PerusaaanjPaerah yang mandiri berdasarkan
prinsip-prinsip ekonofl yang at, maka perlu dilakukan penataan
organ dan ega\?@erusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Prob@linggo ;
b. Bahwa sghubunganydengan hal tersebut pada huruf a, perlu merubah

Peratu rah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probolinggo Nomor 10
ahun 19 ntang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah

t Il Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ;



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 ;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4742) ;

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara epublik  Indonesia
Nomor 4028) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tal@m 2005 téntang pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum ((Le
Tahun 2005 Nomor 102, bahan
Indonesia Nomor 4530) ;

egara Republik Indonesia

embaran Negara Republik

8. Peraturan Menteri Dalam Neg omor 2 Tahun 2007 tentang Organ

dan Kepeg ian PeruSahaan Daerah Air Minum ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis lolaan Barang Milik Daerah ;

10.KeputuganiMenteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000

entang Pedontan Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN P KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 1I PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
PROBOLINGGO.



Pasal |

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tanggal 9 Oktober 1986, Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probolinggo Tahun 1987 Seri C pada
tanggal 16 Maret 1987 Nomor 3/c, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
aten Probolinggo ;
disebut PDAM,
adalah Badan Usaha Milik Dagrah yan ergerak di bidang

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d. Perusahaan Daerah Air Minum yang

pelayanan air minum ;

e. Direksi, adalah Direksi PDAM Kabu Probolinggo ;

f. Dewan Pengawas, adalah wan Pengawas PDAM Kabupaten
Probolinggo ; ®

g. Pegawai, adalah w PDAM Kabupaten Probolinggo ;

h. PembinaaRjadalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDAM

an, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud

aga at melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna

dan guna serta berkembang dengan baik ;
i. Pengawasan, adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
M dengan tujuan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik

n berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;

j. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai PDAM dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan
yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun

bidang teknis operasional.
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B. Diantara Bab | dan Bab Il disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB | A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I A
ORGAN PDAM
Pasal 1 A
(1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan
organ dan kepegawaian ;
(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
b. Dewan Pengawas ;

c. Direksi.

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai t:
(1) PDAM dipimpin oleh suatu Direksi yang tapkan berdasarkan
jumlah pelanggan PDAM dengan ket

a. 1 (satu) orang direksi untuk ju pelanggan sampai dengan
30.000 (tiga puluh ri

b. Paling ban)ﬂk 3 (tiga) direksi untuk jumlah pelanggan dari
30.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus
ribu)

c. Paling ba 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan
(seratus ribu).

(2) DireKsi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau 4 (empat)
orang agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,
rang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan
ilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang
dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi ;

(3) Dalam melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi dibantu oleh
Pegawai ;

(4) Tanggungjawab administrasi fungsional PDAM dilakukan oleh Direksi
dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;

(5) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi bertanggungjawab
kepada Direksi ;

(6) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;

(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat

pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;

(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat

pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;

(4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling

tinggi 60 (enam puluh) tahun ;

(5) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
b.

Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) ;

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari
inimal 15 (lima belas)
erasal dari PDAM

an (referensi) dari

PDAM atau mempunyai pengalaman ke

tahun mengelola Perusahaan bagi ya
yang dibuktikan dengan surat keter
perusahaan sebelumnya den ilaian baik ;

Lulus pelatihan manajemen air di dalam atau diluar negeri

yang telah terakredit tikan dengan sertifikasi atau ijasah ;

Membuat d&h menyajik posal tentang visi dan misi PDAM ;

Bersedia beke enuh waktu ;

ikat hubuR@an keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil

ang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

ngangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(7) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu oleh Kepala

Daerah dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(8) Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap seperti

tersebut dibawabh ini :

a. Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi/Lembaga

Pemerintah Pusat dan Daerah ;

b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;



